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Abstract 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara. Jenis penelitian ini kualitatif. 
Informan penelitian terdiri dari Kepala Badan Perencanaan Pembanguan Daerah, Asisten Bidang 
Pembangunan dan Perekonomian, Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan, Kepala Seksi 
Perundang-Undangan, dan Kepala Sub Bidang Anggaran  yang ditentukan secara purposive. 
Pengumpulan data menggunakan pengamatan, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan analisis 
data menggunakan reduksi data, display data, dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan implementasi kebijakan penyusunan Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 
Kabupaten Mamuju belum berjalan maksimal, meskipun komunikasi sudah jelas dan konsisten, 
sumberdaya yang memiliki kemampuan dan didukung oleh anggaran, sikap pelaksana yang 
memiliki kesadaran untuk menjalankan kebijakan dengan baik dan adanya respon ke arah 
penerimaan kebijakan, namun terjadi kendala pada struktur birokrasi, di mana struktur birokrasi 
belum berjalan maksimal karena masih terjadi keterlambatan dalam penetapan Aanggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah, meskipun sudah dijalankan berdasarkan panduan pelaksanaan 
seperti Peranturan Menteri Dalam Negeri, namun keterlambatan Aanggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah juga masih terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. 
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Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah merupakan kebijaksanaan keuangan 
tahunan pemerintah daerah yang disusun 
berdasarkan ketentuan Perundang-undangan 
yang berlaku, serta berbagai pertimbangan 
lainnya dengan maksud agar penyusunan, 
pemantauan, pengendalian dan evaluasi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
mudah dilakukan. Pada sisi yang lain 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
dapat pula menjadi sarana bagi pihak tertentu 
untuk melihat atau mengetahui kemampuan 
daerah baik dari sisi pendapatan maupun sisi 
belanja.      
APBD dalam perkembangannya telah 
menjadi instrumen kebijakan multi fungsi 
yang digunakan sebagai alat untuk mencapai 
tujuan bernegara. Hal tersebut terutama terlihat 
dari komposisi dan besarnya anggaran yang 
secara langsung merefleksikan arah dan tujuan 
pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, 
agar fungsi APBD dapat berjalan secara 
optimal, maka sistem anggaran dan pencatatan 
atas penerimaan dan pengeluaran harus 
dilakukan dengan cermat dan sistematis atau 
sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan 
anggaran. Untuk menghasilkan hal tersebut 
maka tentunya membutuhkan pengelolaan 
yang baik yang transparan dan akuntabel, 
sementara pengelolaan tersebut pastinya 
membutuhkan pegawai yang berkompeten di 
bidangnya. Artinya, dalam implementasi 
penyusunan APBD membutuhkan sumberdaya 
mendukung pelaksanaan kebijakan. 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah berorientasi pada anggaran 
berbasis kinerja/prestasi, yaitu suatu 
pendekatan penganggaran yang 
mengutamakan keluaran/hasil dari kegiatan/ 
program yang akan atau telah dicapai 
sehubungan dengan penggunaan anggaran 
dengan kuantitas dan kualitas yang terukur. 
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APBD memiliki peranan yang sangat penting 
dalam perencanaan pembangunan daerah. 
Keterlambatan dalam penetapan APBD akan 
berdampak langsung terhadap pelaksanaan 
pembangunan di daerah. 
Sejak  diberlakukannya Peraturan 
Menteri Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun  
2006, penetapan APBD Kabupaten Mamuju 
Utara terkadang megalami keterlambatan. 
Akibat keterlambatan penetapan APBD 
tersebut, pelaksanaan program  dan kegiatan 
pembangunan menjadi tidak efektif  dan 
efisien.   
Keterlambatan ini dapat mengakibatkan 
keterlambatan penyampaian data  APBD. 
Sangsi atas keterlambatan tersebut adalah 
berupa penundaan penyaluran dana 
perimbangan, dan atas keterlambatan tersebut 
dapat menghilangkan kesempatan  bagi daerah 
untuk memperoleh dana insentif daerah 
sebagaimana disebutkan dalam   Peraturan 
Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2005.  
APBD sebagai anggaran sektor publik 
selayaknya menjadi prioritas perhatian bagi 
pemerintahan di daerah. Keterlambatan dalam 
hal penetapan APBD apabila terus terjadi dan 
Pemerintah Daerah serta DPRD tidak 
berupaya untuk mengatasinya akan 
mempengaruhi keterlambatan pelaksanaan 
program dan kegiatan yang tercantum dalam 
APBD. Pelaksanaan program menjadi tergesa-
gesa dan terkesan seadanya karena waktu 
pelaksanaan menjadi lebih sempit. Hal tersebut 
dapat dipastikan mempengaruhi efektifitas dan 
efisiensi program itu sendiri. Kerugian dengan 
sendirinya akan ditanggung oleh rakyat, bukan 
oleh elit politik di pemerintahan daerah, 
karena jalannya pembangunan daerah adalah 
bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. 
Keadaan tersebut menunjukkan bahwa 
implementasi dalam penyusunan APBD di 
Kabupaten Mamuju Utara mengalami 
beberapa kendala. Hal ini dapat diakibatkan 
dalam proses pelaksanannya masih terdapat 
aspek yang belum berjalan maksimal, seperti 
masalah sumberdaya, SOP yang dilanggar 
yang mengakibatkan penetapan APBD 
mengalami penundaan. Untuk itu perlu 
dilakukan penelitian lebih lanjut dengan tujuan 
untuk mengetahui Implementasi Kebijakan 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Mamuju Utara. 
 
METODE 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kualitatif dengan 
menggunakan metode deskriptif. Menurut 
Strauss dan Corbin dalam Basrowi dan Suandi 
(2008:1) qualitative research adalah jenis 
penelitian yang menghasilkan penemuan-
penemuan yang tidak dapat dicapai dengan 
menggunakan prosedur-prosedur  statistik atau 
dengan cara kualitatif adalah salah satu 
prosedur  penelitian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan 
perilaku orang-orang yang diamati. 
Informan penelitian ini adalah Tim 
penyusun APBD yaitu Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) yang terdiri dari 
Kepala Badan Perencanaan Pembanguan 
Daerah, Asisten Bidang Pembangunan dan 
Perekonomian, Kepala Bidang Akuntansi dan 
Pelaporan, Kepala Seksi Perundang-
Undangan, dan Kepala Sub Bidang Anggaran. 
Informan tersebut menjadi sumber data dalam 
penelitian ini, di mana menurut Sugiyono 
(2010:216) penentuan sumber data pada orang 
yang diwawancarai dilakukan secara 
purposive, yaitu informan penelitian dipilih 
dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. 
Artinya peneliti dengan sengaja memilih 
informan yang dianggap mengetahui 
permasalahan yang akan diteliti. Pengumpulan 
data menggunakan pengamatan, wawancara, 
dan dokumentasi, sedangkan analisis data 
terdiri dari reduksi data, display data, dan 
mengambil kesimpulan. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Implementasi Kebijakan Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Mamuju Utara 
Implementasi merupakan suatu kegiatan 
atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana 
kebijakan dengan harapan akan memperoleh 
suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau 
sasaran dari suatu kebijakan itu sendiri. 
Hakikat utama implementasi kebijakan 
menurut Mazmanian dan Sabatier dalam 
Widodo (2010:87) adalah memahami apa yang 
seharusnya terjadi sesudah suatu program 
dinyatakan berlaku atau dirumuskan. 
Pemahaman tersebut mencakup usaha-usaha 
untuk mengadministrasikannya dan 
menimbulkan dampak nyata pada masyarakat 
atau kejadian-kejadian. 
Kaitannya dengan penelitian ini, di mana 
dalam penelitian ini memfokuskan pada 
implementasi kebijakan. Kebijakan yang 
dimaksud adalam kebijakan penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD). APBD merupakan kebijaksanaan 
keuangan tahunan pemerintah daerah yang 
disusun berdasarkan ketentuan Perundang-
undangan yang berlaku, serta berbagai 
pertimbangan lainnya dengan maksud agar 
penyusunan, pemantauan, pengendalian dan 
evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah mudah dilakukan. Untuk mengetahui 
proses pelaksanaan Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten 
Mamuju Utara, maka pada penelitian ini 
dilihat dari beberapa aspek yang 
mempengaruhi pelaksanaan (implementasi) 
suatu kebijakan, di antaranya komunikasi, 
sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. 
 
A. Komunikasi 
Komunikasi sebagai proses penyampaian 
informasi dari komunikator kepada 
komunikan. Sementara itu, komunikasi 
kebijakan menurut Widodo (2011:97) sebagai 
proses penyampaian informasi kebijakan dari 
pembuat kebijakan (policy makers) kepada 
pelaksana kebijakan (policy implementors). 
Kemudian menambahkan bahwa informasi 
perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan 
agar pelaku kebijakan dapat memahami apa 
yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok 
sasaran (target group) kebijakan, sehingga 
pelaku kebijakan dapat mempersiapkan hal-hal 
apa saja yang berhubungan dengan 
pelaksanaan kebijakan, agar proses 
implementasi kebijakan bisa berjalan  dengan 
efektif serta sesuai dengan tujuan kebijakan itu 
sendiri. 
Pelaksana kebijakan penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Mamuju Utara dalam aktivitasnnya 
melakukan komunikasi dalam penyusunan 
APBD. Hal itu dilakukan karena dalam 
penyusunan APBD sejatinya melibatkan para 
stakeholders sehingga perlu melakukan 
komunikasi. Komunikasi yang dilakukan 
bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam 
penyusunan APBD, baik itu mengenai 
anggaran maupun mengenai aturan ataupun 
payung hukum dalam proses penyusunannya, 
dan hal itu dilakukan setiap tahun. 
Setiap tahun pemerintah pemerintah 
daerah menghimpun dan membelanjakan dana 
melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. Penyusunan anggaran merupakan 
rangkaian aktivitas yang melibatkan banyak 
pihak, termasuk semua lembaga serta Dewan 
Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di 
provinsi/kota/kabupaten. Peran DPR/DPRD 
dalam penyusunan anggaran menyebabkan 
penyusunan anggaran lebih transparan, 
demokratis, objektif dan akuntabel. 
Transparan, demokratis, objektif dan 
akuntabelnya anggaran yang disusun sangat 
ditentukan oleh kualitas komunikasi ataupun 
koordinasi yang dilakukan oleh pihak terkait, 
terutama yang dilakukan oleh pelaksana 
kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Utara 
yang dalam hal ini adalah para aktor dari 
eksekutif dan legislatif. Keberadaan koordinasi 
tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk 
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menyatukan persepsi antara para aktor yang 
terlibat, karena APBD memiliki fungsi 
otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi 
pengawasan, dan fungsi alokasi, APBD 
sebagai anggaran sektor publik juga memiliki 
fungsi sebagai alat koordinasi dan komunikasi, 
menjadi alat koordinasi antarbagian dalam 
pemerintah sebab proses penyusunan anggaran 
melibatkan setiap unit kerja pemerintah. 
Koordinasi tersebut merupakan bagian 
dari komunikasi dalam implementasi 
kebijakan penyusunan APBD di Kabupaten 
Mamuju Utara. Hal itu dilihat dari pendapat 
Patton dan Sawicki dalam Tangkilisan 
(2003:9) bahwa implementasi berkaitan 
dengan berbagai kegiatan yang diarahkan 
untuk merealisasikan program, dimana pada 
posisi ini eksekutif mengatur cara untuk 
mengorganisir, menginterpretasikan dan 
menerapkan kebijakan yang telah diseleksi. 
Definisi tersebut menjelaskan bahwa 
implementasi berkaitan dengan berbagai 
kegiatan yang diarahkan untuk merealisasikan 
program, dimana pada posisi ini eksekutif 
mengatur cara untuk mengorganisir. 
Pengamatan peneliti menunjukkan 
bahwa pihak eksekutif selalu melakukan 
koordinasi dengan pihak DPRD sebagai salah 
satu penentu dalam implementasi kebijakan 
penyusunan APBD. Koordinasi dan 
komunikasi ini dilakukan baik itu pada tahap 
penyusunan KUA/PPAS maupun dalam tahap 
penyusunan Rancangan APBD. 
Selain melihat koordinasi yang 
dilakukan oleh pelaksana kebijakan, maka 
selanjutnya dapat dilihat masalah kejelasan 
dan konsisten komunkasi yang dilakukan 
pelaksanaan Kebijakan Penyusunan APBD 
Kabupaten Mamuju Utara serta intensitas 
komunikasi/sosialisasi yang dilakukan. 
Implementasi kebijakan penyusunan APBD di 
Kabupaten Mamuju Utara sudah dilaksanakan 
dengan memenuhi faktor-faktor yang penting, 
seperti melakukan komunikasi, di mana hasil 
di atas menunjukkan bahwa komunikasi yang 
dilakukan sudah terstruktur, jelas dan 
konsisten. Hal itu merupakan salah satu cara 
yang dilakukan oleh para implementor agar 
pelaksanaan kebijakan bisa berjalan lancar dan 
proses pelaksanaan kebijakan terintegrasi. 
Kejelasan dan konsistensi pelaksanaan 
komunikasi tersebut dilakukan untuk mencapai 
standar dan tujuan pelaksanaan program 
kebijakan, karena jika hal tersebut tidak 
berjalan sebagaimana mestinya, maka 
pelaksanaan program kebijakan hanya di atas 
kertas saja yang berarti bahwa kebijakan hanya 
berjalan di tempat. Sementara itu, komunikasi 
yang dilakukan secara terstruktur, jelas, dan 
konsisten dapat menghasilkan proses 
pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-
kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (tim 
TAPD, SKPD, maupun DPRD) untuk 
mencapai tujuan pelaksanaan penyusunan 
APBD di Kabupaten Mamuju Utara secara 
efisien. 
Berdasarkan hasil pembahasan aspek 
komunikasi dalam implementasi kebijakan 
penyusunan APBD di Kabupaten Mamuju 
Utara, maka disimpulkan bahwa implementasi 
kebijakan tersebut sudah berjalan dengan baik 
karena pelaksana melakukan komunikasi 
melalui koordinasi dengan berbagai pihak 
terkait, di mana komunikasi tersebut dilakukan 
secara terstruktur, jelas dan konsisten sesuai 
standar dan tujuan kebijakan. 
 
B. Sumberdaya 
Sumber daya memiliki peranan penting 
dalam implementasi kebijakan. Sumber daya 
di sini berkaitan dengan segala sumber yang 
dapat digunakan untuk mendukung 
keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber 
daya ini mencakup kemampuan sumber daya 
manusia dalam mengkomunikasikan 
kebijakan, dan sumberdaya anggaran serta 
sarana dan prasarana. 
Sumber daya manusia dalam 
pelaksanaan kebijakan penyusunan APBD di 
Kabupaten Mamuju Utara sudah memadai. 
Artinya  para implementor (pelaksana) 
kebijakan memiliki kemampuan dalam 
penyusunan kebijakan. Selain mereka 
memiliki kemampuan, secara kuantitas mereka 
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juga terpenuhi, di mana jumlah pelaksana yang 
dalam hal ini TAPD sebanyak 42 orang yang 
telah ditentukan sebelumnya, di mana 8 orang 
berpendidikan S2, dan S1 sebanyak 25 orang, 
D2 sebanyak 2 orang dan sisanya SMA 
sebanyak 7 orang. Selain jenjang/latar 
belakang pendidikannya yang sudah 
mendukung kemampuan sumber daya manusia 
dalam penyusunan anggaran, mereka juga 
pernah dalam Pendidikan dan Pelatihan 
Bimbingan Teknis tentang Penyusunan RKA-
SKPD; Bimbingan teknis tentang Penyusunan 
APBD; Sosialisasi tentang Pedoman 
Penyusunan APBD Tahun 2015; Bimbingan 
Teknis tentang penyusunan RKPD, Renja dan 
Renstra SKPD; Bimbingan Teknis tentang 
Pedoman pengelolaan keuangan daerah. 
Keberadaan penddidikan yang memadai 
seperti pendidikan sarjana dan magister yang 
dimiliki oleh mayoritas pelaksana kebijakan 
penyusunan anggaran di Kabupaten Mamuju 
Utara, mereka juga secara teknis dibekali oleh 
pendidikan dan pelatihan ataupun bimbingan 
teknis yang berkaitan dengan penyusunan 
anggaran, sehingga dengan demikian, mereka 
memiliki kemampuan yang memadai dan 
mampu menjalankan kebijakan dengan baik 
sebagaimana tujuannya. 
Kemampuan tim pelaksana kebijakan 
sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan 
kebijakan itu sendiri, terutama dalam 
mengaplikasikan tujuan kebijakan. Karena 
kebijakan penyusunan APBD harus sesuai 
tujuan dan prinsip-prinsipnya, serta APBD 
disusun sesuai dengan kebutuhan 
penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan 
pendapatan daerah. Adapun prinsip-prinsip 
yang dimaksud, yaitu APBD disusun sesuai 
dengan kebutuhan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah; APBD harus disusun 
secara tepat waktu sesuai tahapan dan jadwal; 
Penyusunan APBD dilakukan secara 
transparan,dimana memudahkan masyarakat 
untuk mengetahui dan mendapatkan akses 
informasi seluas-luasnya tentang APBD; 
Penyusunan APBD harus melibatkan 
partisipasi masyarakat; APBD harus 
memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; 
dan Substansi APBD dilarang bertentangan 
dengan kepentingan umum, peraturan yang 
lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya. 
Melihat uraian tersebut, maka 
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 
penyusunan APBD Kabupaten Mamuju Utara 
sudah dijalankan oleh sumber daya manusia 
yang memiliki kemampuan dalam 
mengkomunikasikan kebijakan secara jelas 
dan konsisten. 
Selain melihat kemampuan pelaksana 
dalam mengkomunikasikan kebijakan, maka 
selanjutnya dapat dilihat masalah sumberdaya 
anggaran dan sarana prasarana. Implementasi 
kebijakan penyusunan APBD di Kabupaten 
Mamuju Utara dalam hal sumberdaya 
anggaran sudah ada dan sudah disediakan, 
namun dalam proses pelaksanaannya masih 
terdapat kendala-kendala teknis yang belum 
dapat dihindari. Sumberdaya anggaran yang 
dimaksud adalah sumber daya anggaran yang 
menunjang pelaksanaan kebijakan, karena 
keberadaan sumberdaya anggaran dapat 
membantu dan memotivasi para pelaksana 
kebijakan dalam mencapai kinerjanya. 
Adanya fasilitas-fasilitas pendukung 
yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan 
program seperti dana dan sarana prasarana 
dapat membantu keberhasilan kebijakan. 
Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan 
kebijakan/program harus terpenuhi peralatan, 
serta dana yang mencukupi, karena tanpa 
fasilitas ini mustahil program dapat berjalan 
dengan baik. 
Selain ketersediaan anggaran, fasilitas 
atau sarana dan prasarana merupakan salah 
satu faktor yang berpengaruh dalam 
implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas 
yang layak, akan menunjang dalam 
keberhasilan implementasi suatu program atau 
kebijakan. Komponen sumberdaya ini meliputi 
kemampuan jumlah staf/keahlian dari para 
pelaksana, dan sarana prasarana untuk 
mengimplementasikan kebijakan dan 
pemenuhan sumber-sumber terkait dalam 
pelaksanaan program sebagaimana yang 
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diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas 
pendukung yang dapat dipakai untuk 
melakukan kegiatan program seperti dana dan 
sarana prasarana. 
Melihat hasil uraian yang dikemukakan, 
maka disimpulkan bahwa implementasi 
kebijakan penyusunan APBD di Kabupaten 
Mamuju Utara sudah didukung oleh sumber 
daya manusia, dan sumber daya anggaran, 
serta sarana dan prasarana yang memadai, 
sehingga dapat menunjang pelaksanaan 
kebijakan yang diimplementasikan secara 
maksimal. 
Berdasarkan hasil pembahasan terkait 
dengan sumber daya dalam implementasi 
kebijakan penyusunan APBD di Kabupaten 
Mamuju Utara, maka disimpulkan bahwa 
implementasinya sudah didukung oleh sumber 
daya manusia yang memiliki kemampuan 
dalam mengkomunikasikan kebijakan, serta 
didukung oleh keberadaan sumber daya 
anggaran serta sarana dan prasarana yang 
tentunya sangat berpengaruh dalam 
keberhasilan kebijakan yang 
diimplementasikan. 
 
C. Disposisi 
Sikap dari pelaksana kebijakan akan 
sangat berpengaruh dalam implementasi 
kebijakan. Apabila implementator memiliki 
sikap yang baik maka dia akan dapat 
menjalankan kebijakan dengan baik seperti 
apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, 
sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung 
maka implementasi tidak akan terlaksana 
dengan baik. Hasil penelitian ini menjelaskan 
bahwa pelaksana kebijakan yang dalam hal ini 
TAPD sudah menunjukkan bahwa mereka 
tunjukkan bahwa mereka menjalankan 
kebijakan dengan sepenuh hati. Artinya para 
pelaksana menjalankan kebijakan dengan 
penuh kesadaran tanpa mengharapkan imbalan 
ataupun insentif dari pelaksanaan tersebut.  
Pandangan peneliti melihat bahwa 
kemauan pelaksana menjalankan kebijakan 
tersebut tidak lain karena adanya tujuan 
bersama, yaitu demi tercapainya pembangunan 
dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten 
Mamuju Utara, karena keberadaan APBD 
dalam pembangunan dan kesejahteraan 
masyarakat tidak dapat dipungkiri, untuk itu 
pelaksana sudah menunjukkan sikap yang 
sadar atas pentingnya penyusunan APBD 
tersebut. 
Diketahui bersama bahwa APBD di 
susun dengan tujuan sebagai pedoman 
penerimaan dan pengeluaran penyelenggaraan 
negara didaerah dalam rangka pelaksanaan 
otonomi daerah dan untuk meningkatkan 
kemakmuran masyarakat, sehingga sangat 
penting bagi pelaksana untuk menjalankannya 
dengan baik. Adapun tujuan penyusunan 
anggaran, diantaranya disebutkan oleh 
Mardiasmo (2002:68) sebagai berikut: 
1) Membantu pemerintah mencapai tujuan 
fiskal dan meningkatkan koordinasi antar 
bagian dalam lingkungan pemerintah. 
2) Membantu menciptakan efesiensi dan 
keadilan dalam menyediakan barang dan 
jasa publik melalui proses pemrioritasan. 
3) Memungkinkan bagi pemerintah untuk 
memenuhi prioritas belanja. 
4) Meningkatkan transparansi dan 
pertanggungjawaban pemerintah kepada 
DPR/DPRD dan masyarakat luas. 
Sementara itu Halim (2004:15) 
menjelaskan APBD sebagai rencana 
operasional keuangan Pemerintahan Daerah, di 
mana di satu pihak menggambarkan perkiraan 
pengeluaran setinggi-tingginya guna 
membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-
proyek daerah dalam 1 tahun anggaran 
tertentu, dan di pihak lain menggambarkan 
perkiraan penerimaan dan sumber-sumber 
penerimaan daerah guna menutupi 
pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud. 
Melihat pendapat tersebut, maka 
penyusunan APBD sangat penting karena 
anggaran yang disusun dapat digunakan untuk 
membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-
proyek yang disusun dalam satu tahun guna 
pembanguan  daerah, khsusnya di Kabupaten 
Mamuju Utara. APBD disusun sesuai dengan 
kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan 
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kemampuan pendapatan daerah. Dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 APBD dijelaskan sebagai rencana 
keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang 
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan 
peraturan daerah. Hal itu juga dapat dilihat 
dari pendapat Ahmad Yani (2002:239) bahwa 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
adalah suatu rencana keuangan tahunan yang 
ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah 
tentang APBD. 
Melihat hasil yang dipaparkan, maka 
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 
penyusunan APBD di Kabupaten Mamuju 
Utara sudah didukung oleh sikap pelaksana 
(disposisi) melalui adanya kesadaran 
pelaksana melaksanakan kebijakan dengan 
baik tanpa mengharapkan imbalan/insentif dari 
pelaksanaannya. 
Selain membahas masalah sikap 
pelaksana (disposisi) melalui adanya 
kesadaran pelaksana melaksanakan kebijakan 
dengan baik, maka selanjutnya dapat dibahas 
sikap pelaksana dalam hal merespon kebijakan 
kearah penerimaan (mendukung) atau 
mengarah ke penolakan kebijakan. 
Pelaksanaan kebijakan penyusunan APBD di 
Kabupaten Mamuju Utara, di mana dalam 
pelaksanaannya telah didukung oleh pelaksana 
ke arah penerimaan kebijakan. Adanya respon 
yang positif dalam pelaksanaan kebijakan 
tersebut tidak lain disebabkan oleh adanya 
keinginan dari para pelaksana yang ingin 
daerahnya Kabupaten Mamuju Utara untuk 
maju dan berkembang melalui pembangunan 
deranya yang didanai dengan APBD, sehingga 
dengan begitu mereka sangat mendukung 
keberadan kebijakan APBD tersebut ke arah 
penerimaan, karena bersifat menguntungkan 
daerah mereka sendiri. 
Keberadaan kebijakan penyusunan 
APBD tersebut sangat penting bagi pelaksana 
kebijakan sehingga dengan penuh tanggung 
jawab mereka menjalankannya dengan baik, di 
mana dalam pelaksanaan kebijakan tersebut 
telah melibatkan berbagai pihak yang terkait, 
baik pemerintah daerah, DPRD, maupun 
masyarakat yang secara langsung aspirasinya 
dijaring melalui Musrenbang yang kemudian 
dituangkan dalam rencana pembangunan 
daerah. 
Melihat hasil yang diuraikan, maka 
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 
penyusunan APBD di Kabupaten Mamuju 
Utara dalam hal disposisi atau sikap pelaksana 
sudah ditunjukkan oleh adanya sikap 
pelaksana yang mendukung keberadaan 
kebijakan ke arah penerimaan. 
Berdasarkan hasil pembahasan secara 
keseluruhan terkait dengan disposisi atau sikap 
pelaksana, maka disimpulkan bahwa 
implementasi kebijakan penyusunan APBD di 
Kabupaten Mamuju Utara sudah berjalan 
maksimal yang ditunjukkan dengan adanya 
sikap pelaksanan yang melaksanakan 
kebijakan dengan penuh kesadaran dan 
tanggung jawab, serta adanya sikap pelaksana 
yang mendukung kebijakan ke arah 
penerimaan. 
 
D. Struktur Birokrasi 
Struktur organisasi memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap implementasi 
kebijakan. Aspek struktur organisasi ini 
melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan 
struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama 
adalah mekanisme, dalam implementasi 
kebijakan biasanya sudah dibuat standart 
operation procedur (SOP).  
SOP menjadi pedoman bagi setiap 
implementator dalam bertindak agar dalam 
pelaksanaan kebijakan tidak melenceng dari 
tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua 
adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi 
yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan 
cenderung melemahkan pengawasan dan 
menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit 
dan kompleks yang selanjutnya akan 
menyebabkan aktivitas organisasi menjadi 
tidak fleksibel. 
Pelaksana kebijakan memiliki 
pemahaman mengenai bidang tugasnya dalam 
Kebijakan Penyusunan APBD Kabupaten 
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Mamuju Utara. Hal itu dilihat dari bidang 
masing-masing pelaksana yang merupakan 
pejabat perencana maupun PPKD sehingga 
dapat mengerti dengan jelas tugas pokok dan 
fungsi masing-masing. Hal tersebut 
memberikan makna bahwa tim penyusun 
APBD di Kabupaten Mamuju Utara memiliki 
pemahaman dan pengetahuan yang baik di 
bidangnya, yang dalam hal ini dalam 
penyusunan anggaran. 
Adanya kemampuan pelaksana dalam 
menyusun anggaran dapat mempermudah 
dalam pelaksanaan kebijakan, karena 
keberadaan pemahaman mereka secara tidak 
langsung dapat mempermudah pelaksanaan 
kebijakan tersebut, untuk itu di dalam 
pelaksanaannya diperlukan kerja sama yang 
baik agar tujuan yang diinginkan bersama 
dapat terealisasi dengan baik pula. 
Pelaksanaan kebijakan penyusunan 
APBD di Kabupaten Mamuju Utara memiliki 
pemahaman yang baik dalam penyusunan 
APBD, di mana peran pelaksana yang dalam 
hal ini TAPD sangat membantu dalam 
pelaksanaan kebijakan, di mana Tim Anggaran 
Pemerintah Daerah (TAPD) yang dibentuk 
dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin 
oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas 
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan 
kepala daerah dalam rangka penyusunan 
APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat 
perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya 
sesuai dengan kebutuhan. Pejabat Pengelola 
Keuangan Daerah (PPKD) adalah Kepala 
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 
yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
bendahara umum daerah. 
Keberadaan tim tersebut sangat 
membantu dan mempermudah dalam 
pelaksanaan kebijakan penyusunan APBD di 
Kabupaten Mamuju Utara, karena mereka 
memiliki pemahaman yang baik dalam 
penyusunan anggaran, meskipun dalam suatu 
pelaksanaan kebijakan masih sering terjadi 
kendala, seperti kendala yang sering terjadi 
dalam penyusunan APBD adalah masalah 
keterlmbatan APBD, dan ini sudah menjadi 
permasalahan yang sering terjadi di 
pemerintah daerah di Indonesia. 
Namun demikian, keterlambatan tersebut 
bukan hanya disebabkan oleh kemampuan 
pemahaman pelaksana, melainkan karena 
faktor yang tidak diduga-duga, seperti; (1) 
faktor komitmen dan kepentingan eksekutif, 
(2) faktor koordinasi dan komunikasi antara 
eksekutif dan legislatif, (3) faktor kompetensi 
dan komitmen legislatif, (4) faktor koordinasi 
dan kompetensi SKPD, (5) faktor peraturan 
perundang-undangan. 
Pemahaman tersebut didukung karena 
mereka telah diikutkan dalam Pendidikan dan 
Pelatihan Bimbingan Teknis tentang 
Penyusunan RKA-SKPD; Bimbingan teknis 
tentang Penyusunan APBD; Sosialisasi tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015; 
Bimbingan Teknis tentang penyusunan RKPD, 
Renja dan Renstra SKPD; Bimbingan Teknis 
tentang Pedoman pengelolaan keuangan 
daerah. 
Selain membahas masalah pemahaman 
pelaksana atau bidang tugasnya, maka 
selanjutnya dapat dibahas masalah kesesuaian 
panduan/SOP yang berlaku dan dilaksanakan 
secara terstruktur atau terpecah-pecah. 
Implementasi kebijakan penyusunan APBD di 
Kabupaten Mamuju Utara sudah dijalankan 
sesuai SOP ataupun petunjuk pelaksanannya 
seperti Permendagri, namun dalam 
pelaksanaannya masih terjadi kendala yang 
mengakibatkan pelaksanaannya kurang sesuai 
dengan aturannya, seperti masalah 
keterlambatan APBD. 
Keterlambatan APBD dapat 
menyebabkan keterlambatan dalam 
pelaksanaan program pemerintah daerah yang 
umumnya sebagian besar pendanaan program 
tersebut berasal dari APBD. Program yang 
terlambat dilaksanakan dapat berpengaruh 
pada pelayanan publik terhadap masyarakat. 
APBD yang terlambat dalam proses 
penyusunannya dapat pula berpengaruh 
terhadap perekonomian daerah. Hal tersebut 
terjadi karena ketika APBD terlambat 
A. Sri Ifa Nuraeni, Implementasi Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah .......................63 
 
 
ditetapkan melebihi 31 Desember, maka di 
masa APBD belum disahkan aliran dana dari 
sektor pemerintah akan terhambat dan itu 
memberikan pengaruh pada aliran uang atau 
transaksi di daerah dan pada akhirnya 
perekonomian daerah turut merasakan dampak 
dengan adanya kelesuan ekonomi. 
Keterlambatan APBD memiliki  
penyebab  dan  akibat  yang  berdampak  pada  
terlambatnya proses pembangunan di daerah. 
Permasalahan timbul ketika keterlambatan 
penetapan APBD menyebabkan program-
program pembangunan  yang  seharusnya  
manfaatnya  bisa  dirasakan  masyarakat  
menjadi tertunda. Akibat keterlambatan 
penetapan APBD tersebut, pelaksanaan 
program dan kegiatan pembangunan menjadi 
tidak efektif dan efisien. 
Keterlambatan APBD dapat 
mengakibatkan keterlambatan dalam 
pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah 
daerah dimana sebagian besar pendanaan 
program tersebut berasal dari APBD. Program 
yang terlambat dilaksanakan dapat 
berpengaruh pada pelayanan kepada 
masyarakat. Selain itu, keterlambatan 
penetapan APBD dapat pula secara tidak 
langsung berpengaruh terhadap perekonomian 
daerah. 
Selain itu peneliti melihat keterlambatan 
penetapan APBD juga disebabkan oleh 
kurangnya komitmen dalam mentaati jadwal 
penyusunan APBD, lebih mengutamakan 
kepentingan dalam pengalokasian anggaran. 
Selain itu pemerintah pusat juga memberi 
andil dalam keterlambatan penetapan APBD 
Kabupaten Mamuju Utara yaitu keluarnya 
pedoman penyusunan APBD setiap tahun 
dengan berbagai ketentuan yang berubah di 
dalamnya serta keterlambatan penerbitan 
aturan tentang penggunaan dana-dana pusat 
yang bersifat specifik grant. Atas berbagai 
permasalahan tersebut maka perlu dilakukan 
peningkatan kompetensi dan kapasitas bagi 
pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan 
APBD, membina hubungan harmonis antara 
eksekutif dan legislatif, ada sangsi tegas 
apabila APBD ditetapkan terlambat, 
konsistensi aturan dalam penyusunan APBD, 
peraturan-peraturan terkait dana dari 
pemerintah atasan dikeluarkan tepat waktu, 
dan transparansi dalam proses penyusunan 
APBD, serta perlu disusun analisis standar 
belanja untuk menilai kewajaran belanja. 
Bertitik tolak dari hasil tersebut, maka 
disimpulkan bahwa implementasi kebijakan 
APBD di Kabupaten Mamuju Utara sudah 
dijalankan dengan SOP namun masih terjadi 
kendala seperti keterlambatan penetapan 
APBD yang tentunya dapat merugikan 
masyarakat secara umum. 
Berdasarkan hasil secara keseluruhan 
dari implemetasi kebijakan penyusunan APBD 
di Kabupaten Mamuju Utara yang dilihat dari 
struktur birokrasi maka disimpulkan cukup 
maksimal. Artinya meskipun pelaksana 
memiliki pemahaman yang baik terkait bidang 
tugasnya, namum masih terjadi kendala seperti 
keterlambatan dalam penetapan APBD. 
 
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 
 
Kesimpulan  
Berdasarkan hasil pembahasan yang 
dilakukan, maka disimpulkan bahwa 
implementasi kebijakan penyusunan 
Aanggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di 
Kabupaten Mamuju belum berjalan maksimal, 
meskipun komunikasi sudah jelas dan 
konsisten, sumberdaya yang memiliki 
kemampuan dan didukung oleh anggaran, 
sikap pelaksana yang memiliki kesadaran 
untuk menjalankan kebijakan dengan baik dan 
adanya respon ke arah penerimaan kebijakan, 
namun terjadi kendala pada struktur birokrasi, 
di mana struktur birokrasi belum berjalan 
maksimal karena masih terjadi keterlambatan 
dalam penetapan Aanggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah, meskipun sudah dijalankan 
berdasarkan panduan pelaksanaan seperti 
Peranturan Menteri Dalam Negeri, namun 
keterlambatan Aanggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah juga masih terjadi seperti 
tahun-tahun sebelumnya. 
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Rekomendasi 
Berdasarkan kesimpulan yang 
didapatkan, maka direkomendasikan kepada 
pelaksana kebijakan penyusunan APBD di 
Kabupaten Mamuju Utara untuk 
memperhatikan masalah struktur birokrasi, 
terutama masalah keterlambatan penetapan 
APBD yang sering terjadi dari tahun ke tahun. 
Untuk itu perlu melakukan identifikasi 
terhadap permasalahan-permasalahan yang 
menjadi penyebab keterlambatan penetapan 
APBD sehingga ke depan tidak terulang 
kembali dengan jalan meningkatkan komitmen 
di antara pelaksana dalam mentaati jadwal 
penyusunan APBD, membina hubungan 
harmonis antara eksekutif dan legislatif, 
adanya sangsi tegas apabila APBD ditetapkan 
terlambat, serta konsistensi aturan dalam 
penyusunan APBD agar tidak lagi terjadi 
keterlambatan APBD seperti tahun-tahun 
sebelumnya. 
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